DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710

Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 350 0849 <> Faksimile: 350 0847 Nomor 1 7 3/HMS/2007
website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail : humas@ depkeu.go.id Tanggal 1 3 Juni 2009

Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya

Menindaklanjuti ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dalam Peraturan Menkeu Nomor
81/PMK.03/2009 telah menetapkan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya, yaitu
a) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank atau badan usaha lain yang menyalurkan
kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan
anjak piutang, b) cadangan untuk usaha asuransi, ¢) cadangan penjaminan untuk Lembaga
Penjamin Simpanan, d) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, e) cadangan
biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, serta f) cadangan biaya untuk penutupan dan
pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank umum yang melaksanakan usaha
secara konvensional adalah sebesar 1% dari piutang dengan kualitas lancar tidak termasuk
Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara, 5% dari piutang dengan kualitas perhatian
khusus dikurangi nilai agunan, 15% dari piutang dengan kualitas kurang lancar dikurangi nilai
agunan, 50% dari piutang dengan kualitas diragukan dikurangi nilai agunan dan 100% dari
piutang dengan kualitas macet dikurangi nilai agunan.

Sedangkan besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bank perkreditan rakyat yang
melaksanakan usaha konvensional adalah sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar tidak
termasuk Sertifikat Bank Indonesia, 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar dikurangi
nilai agunan, 50% dari piutang dengan kualitas diragukan dikurangi nilai agunan dan 100% dari
piutang dengan kualitas macet dikurangi nilai agunan.

Besarnya cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan adalah 80% dari
surplus yang diperoleh kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun. Sedangkan besarnya
cadangan khusus penyisihan pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (persero) adalah
sebesar 2,5%, 5%, 50%, dan 100% dikurangi nilai agunan. Untuk perusahaan sewa guna usaha
dengan hak opsi, besarnya cadangan piutang tak tertagih ditetapkan paling tinggi sebesar 2,5%
dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Untuk perusahaan pembiayaan konsumen dan
perusahaan anjak piutang, besarnya cadangan piutang tak tertagih paling tinggi sebesar 5% dari
rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.

Sementara itu, untuk perusahaan asuransi kerugian, besarnya cadangan klaim
tanggungan sendiri yang dibentuk pada akhir tahun pajak adalah 100% dari jumlah klaim yang
sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam
proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan. Untuk perusahaan asuransi jiwa,
besarnya cadangan premi yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah kenaikan jumlah saldo
akhir dibanding dengan saldo awal dari cadangan premi. Besarnya cadangan premi ditentukan
sesuai dengan perhitungan aktuaria yang telah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Peraturan Menkeu ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009. Untuk selengkapnya, terhadap PMK tersebut dapat dilihat
pada www.depkeu.qo.id.

‘v/KepaIa Biro

¥ Gengk -

arry §. Soeratin
NIP 060077003



Telephone: (021) 3449230 eks. 6348-6348 & 3500849 <> Fax: 3500847 Number: 74 /HMS/2009
website: http://www.depkeu.go.id < e-mail: humas@depkeu.go.id Date: 2  June 2009

PUBLIC RELATIONS BUREAU

INDONESIAN MINISTRY OF FINANCE P
Dr. Wahidin Street No.1 Jakarta 10710

EXCESSIVE FUND OF NON-PROFIT CORPORATION OR INSTITUTION
RECEIVING TAX EXEMPTION

Excessive fund of non-profit corporation or institution which is reinvested
in the form of facilities and infrastructure for education and/or research might
receive tax exemption. It is stated in Finance Minister Regulation (PMK) Number:
80/PMK.03/2009 on Excessive Fund of Non-profit Corporation or Institution in the
Sector of Education and/or Research and Development Receiving Tax
Exemption. This regulation is issued in order to implement the rule of Article 4
subsection (3) letter m of Act Number 7 year 1983 on Income Tax which had
been amended for several times and the last was amended by Act Number 36
Year 2008.

Facilities and infrastructure for education and/or research and
development which receive tax exemption cover a) purchasing or constructing
buildings and facilities for education, research and development, and also
purchasing land for the location of the buildings or the facilities, b) procurement
of facilities and infrastructure for office, laboratory, library, and also c)
purchasing/constructing student dormitory, official house for teacher, lecturer, or
officer, and facilities for sport as long as they are located around the formal
education institution.

Meanwhile, what is meant by ‘non-profit corporation or institution” which
receives tax facility by the regulation hereinafter refers to as corporation or
institution in the sector of education and/or research and development which
have been registered to the official institution in the sector. The regulation
commences to come to effect from January 1, 2009. For further information, see
www.depkeu.go.id.
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